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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun
1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian
lagidilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

J Alif - tidak dilambangkan
- Ba B Be

< Ta T Te

& Sa § S dengan titik di atas
d Jim J Je

z Ha h H dengan titik di bawah
& Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Z dengan titik di atas
J Ra R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es

G Syin Sy es dan ye
ol Sad $ es dengan titik di bawah




ua Dad d de dengan titik di bawah
h Ta t te dengan titik di bawah
5] Za z zet dengan titik di bawah
£ ‘Ain ’ koma terbalik di atas
& Gain G Ge
[ Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
Jd Lam L El
a Mim M Em
) Nun N En
K] Wau w We
® Ha H Ha
s Hamzah : Apostrof
7 Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
i=za =3
=i ¢ = ai $=1
= J=au =

3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/
Contoh :
Aaa sl pa  ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh :
dab b ditulis fatimah

Vi



4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:
Wy ditulis rabbana
o ditulis al-birr

5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

caaddl ditulis asy-syamsu
da b ditulis ar-rojulu

3 Ldd) ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Al ditulis al-gamar
& ditulis al-badi’
d 3 ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof / /.

Contoh:
Cigal ditulis umirtu
£ ditulis syai’un

vii
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“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).



ABSTRAK

Yuda Rahmawan 2021. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan
Permohonan Dispenasasi Nikah (Studi Kasus Atas Penetapan Perkara
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Batang Kelas 1 B Tahun 2019-2020)
Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari’ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri ( IAIN ) Pekalongan. Pembimbinng Dr.Maghfur, M.Ag.

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan
dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling
banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus
penikahan usia dini Di Indonesia sendiri dasar yang menelatar belakangi kasus
pernikahan dini dikarenakan beberapa hal seperti Norma Agama, Budaya, Ekonomi
dan social dimasyarakat. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah
pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai
batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur
di dalam undang-undang.

Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

pokok bahasan, ini mencakup : Apa saja alasan pemohon mengajukan
dispensasi nikah, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
dispensasi nikah,

Skripsi ini berjenis penelitian pustaka dengan Pendekatan Yuridis-normatif,
Bersifat deskriptif-Kualitatif

Hasil dari penelitian yang dilakukan di pengadilan agama batang kelas 1 B
adalah alasan Pemohon Dispensasi Nlkah yang menjadi dasar pemohon yaitu ada
beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan keadaan hamil diluar
nikah. Dan ada 3 macam yang menjadi proses penetapan pertimbangan hakim alam
memutuskan perkara yaitu proses penetapan konstatir, kualifisir dan konstituir.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pertimbangan, Putusan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia.
Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja,
korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara
umum kasus penikahan usia dini Di Indonesia sendiri dasar yang menelatar
belakangi kasus pernikahan dini dikarenakan beberapa hal seperti Norma
Agama, Budaya, Ekonomi dan social dimasyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini
di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun
sebelumnya 14,18%. Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan
pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau
kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda
tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%),
dan Jawa Timur (20,73%). Sebagai perbandingan, pada 2017 persentase
pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari
Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%). Dengan demikian,
peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih
signifikan dibandingkan provinsi lainnya.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan

yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas



umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur
di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.?

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam
melakukan suatu perkawinan. Dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang
melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah
tangganya. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah
penting, Yyaitu untuk menciptakan. keharmonisan dalam rumah tangga
merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri. Namun untuk
mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah
dan cepat. Dinamika Permasalahan bukan hanya dari sisi ekonomi maupun
sosial tetapi factor usia muda dengan tingkat labilitas tinggi yang menimbulkan
ketegangan dalam rumah tangga dan terjadinya Konflik yang sering muncul
dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pernikahan pasangan
muda, apalagi dengan sebab kehamilan pranikah, dapat memicu permasalahan
yang menimbulkan konflik. Maka Tidak jarang kalau konflik Muncul dalam
rumah tangga dan permasalah yang terjadi seringkali berakibat timbulnya suatu
perceraian. Terkait kasus perceraian atau dispensasi di indonesiapun tergolong

tinggi, Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang

! (Arivia, 2016 Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan vol. 22 no. 89 (Mei
2016) page 162-181 ibid https://lib.atmajaya.ac.id/

2 Badan pusat Statistik ( BPS ), Pernikahan dini 2018 ibid: https:/Ipai.id/2019/11/19/angka-
pernikahan-dini-meningkat/



https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=l&id=203986
https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=l&id=203986
https://lib.atmajaya.ac.id/
https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/
https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/

diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-
nya dikabulkan. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126
perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga juni 2020

angka perkawinan anak menjadi 24 ribu saat pandemi.berkeluarga®.

B. Rumusan masalah

1. Apa saja alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama
batang Tahun 2019 — 20207

2. Bagaimana pertimbangan hakim Dalam memutuskan perkara permohonan
dispensasi nikah di Pengadilan agama batang Tahun 2019 — 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Alasan Dispensasi Nikah dan terkait
pengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Batang.

2. Untuk menganalisis Alasan Pengadilan Agama Batang Mnegabulkan
Permohonan atau landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi
nikah.

D. Manfaat penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:

3 ( Anggi Dian Savendra, “PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”, 2019. Ibid, Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan
Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68)

* Ibid-(suara.com, 2020)



a) Menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya pada khazanah
keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan batas
usia pernikahan.

b) Menjadi referensi atau kajian lebih lanjut pada khazanah keilmuan
kedepannya.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat:

a) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa
menjadi rujukan bagi civitas akademik di IAIN pekalongan
khususnya Fakultas Syariah mengenai pengaruh batas usia
pernikahan.

b) Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang
pengaruh kenaikan batas usia pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah
dispensasi nikah. Pembahasanya hampir sama namun subyek dan
obyeknya berbeda diantaranya adalah Punung Arwan Santoso
“Dispensasi perkawinan dalam usia muda dan akibatnya di kabupaten
sleman tahun 1998-1999”. Saya menyimpulkan bahwa dalam ajaran
islam  memang tidak ada batasan umur untuk melangsungkan
perkawinan dan akibatnya paling buruk dari adanya perkawinan di
bawah usia yang ditetapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 adalah pasangan tersebut akan

berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinannya akan



terjadinya krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, tidak ada
keharmonisan dalam berumah tangga dan lain-lain.

Purwatiningsih dalam Penelitiannya yang berjudul “Dispensasi
Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974
Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama
Sleman Tahun 1997-1998”, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang
mendorong pemohon (orang tua) karena umur anak belum memenuhi
batas minimal yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini
lebih didominasi karena anak perempuannya telah hamil dulu sebelum
dilangsungkannya pernikahan yang sah. Alasannya adalah karena
hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di bawah umur akan
menyebabkan kehamilan di luar nikah, sehingga meminta kepada hakim
untuk dispensasi agar segera di nikahkan.

Penelitian karya Halimah Sa’diyah yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan
Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, menyatakan bahwa
menurut Hukum Islam praktek perkawinan di bawah umur dapat
dibenarkan, karena didalam Hukum Islam tidak secara tegas dilarang
dan juga karena adanya faktor kebiasaan atau tradisi yang dapat
menutupi aib keluarga. Kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran

umur semata. Tetapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk



orang untuk menjadi dewasa dan tidak dapat dijadikan sandaran satu-
satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah.®

Penelitian Karya Oktari Dwijaya Dalam Risetnya “ Pertimbangan Hakim
Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi nikah Dalam keadaaan hamil ” Studi
Kasus  Di Pengadilan ~ Agama  Sengeti  Ada  Perkara  (
N0.48/PTD.p/2018/PA.SGT). Dalam Penelitiannya yang dilakukan adalah
mengkaji tentang pertimbangan dasar hukum hakim Dalam menetapkan
dispensasi nikah. Skripsi yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan
hakim dan dasar hukum yang telah hakim tetapkan. Metode penelitian skripsi
ini penelitian yuridis normative yang bersifat normative kualitatif yang
mengacu pada norma hukum yang terdapat Dalam peraturan perundang-
udangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan
berkembang Dalam mayarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan metode pengumpulan metode data melalui wawancara dan

dokumentasi.

5 Punung iArwan iSantoso, i“Dispensasi iPerkawinan idalam iUsia iMuda idan iAkibatnya
idi iKabupaten i iSleman iTahun i1998-1999”, iSkripsi itidak iditerbitkan, iFakultas iSyari’ah, ilAIN
iSunan iKalijaga iYogyakarta.

6 iPurwatiningsih, i“Dispensasi iNikah idi ibahwah iUmur imenurut iUndang-Undang iNo.
i1 iTahun i1974 iDitinjau idari iHukum ilslam iStudi iatas iPenetapan iPengadilan iAgama iSleman
iTahun i1997-1998”, iSkripsi itidak iditerbitkan, iFakultas iSyari’ah, iUniversitas ilslam iNegeri
iSunan iKalijaga iYogyakarta



F. TINJAUAN TEORITIS
1. Tinjauan Teoritis
a. Teori Pendekatan Norma-norma dan Moralitas Dalam Masyarakat.

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang nomor 16
tahun 2019 dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga
sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang
peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang
berkualitas. Pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dan
ketrentraman  hidup manusia. Pernikahan bisa memenuhi
kebutuhan biologisnya bagi laki-laki dan perempuan. Allah SWT
menunjukan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan
betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan
manusia. Manusia yang sejak lahir di bekali potensi syahwat
terhadap lawan jenis membutuhhkan sarana untuk menyalurkan
potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah,
maka akan menimbulkan terjadinya kerawanan.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan

sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti



yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan
melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara
psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk
bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya. Menurut para
Ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat
hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak, hal ini tentu
dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum
yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban
tertentu* Maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai
pertanggung  jawabannya secara utuh. Beberapa Ulama
mengemukakan pendapatnya mengenai usia baligh. Menurut
Imam Syafi’i apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun
maka ia telah dinyatakan baligh. Menurut Imam Abu Hanifah
dapat dikatakan baligh bagi seorang anak laki-laki apabila telah
ihtilam yaitu bermimpi nikmat sehingga mengeluarkan mani dan
bagi seorang wanita apabila telah mengeluarkan darah haid.
Pendapat yang ke dua sangat relevan dalam kahidupan saat
ini karena usia belum tentu dapat menentukan kapan seseorang

mengalami ihtilam (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan

7 Oktari Dwijaya, Perimbangan hakim Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Dalam
keadaan hamil.

Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.

8iT.M. iHashi i Ash-Shidigi, i Pengantar i Hukum i Islam, i cet. ike-6 i(Jakarta: iBulan
i bintang,1975), ill, ihIm. i230



keluar darah haid bagi seorang wanita. Biasanya umur 12 tahun
seorang laki-laki sudah mengeluarkan air mani sedangkan umur
9 tahun seorang wanita sudah mengeluarkan darah haid. Dari
beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan antara batas usia baligh dengan kedewasaan
seseorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai
pasangan suami-isteri.

Figh konvensional menjelaskan batas minimal usia nikah
adalah setelah balig itu terjadi pada zaman Rasulullah, Sahabat
dan Tabi’in yang memang benar- benar memenuhi standar
kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman
sekarang sangatlah berbeda dengan zaman dahulu dimana
dampak kemajuan zaman (modern / post modern) saat ini
membuat beberapa hal menjadi cepat (instan), tanpa dibarengi
olen kesiapan mental dan spiritual (jiwa dan raga) sehingga
menimbulkan ketidak seimbangan antara kesiapan lahir dan
kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu terdapat beberapa
alternatif  dari  Undang-Undang  Perkawinan yang  dapat
memberikan jalan yang mudah dan lurus bagi masyarakat
Indonesia sesuai dengan norma-norma yang ada.

Syari’at Islam menunjukkan melalui al-Qur’an tentang
kedewasaan seseorang yakni ketika sudah baligh yang ditandai

mimpi sehingga mengeluarkan mani bagi laki-laki dan ditandai



10

keluarnya darah haid bagi wanita. Batasan usia nikah telah
dijelaskan dalam al-Qur’an yakni setelah anak itu memiliki
kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan
lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.
Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan
kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat
diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan
perkawinan. Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan
muda-mudi yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun
bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut
Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Sebab jika tidak
segera dinikahkan akan membawa kerusakan (mafsadat) yang
lebih besar seperti berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah
secara sah akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.
b. Teori Putusan dan Pertimbangan
1) Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1989 memberi definisi
tentang putusan sebagai berikut :

“Putusan adalah Keputusan pengadilan atas oerkara gugatan
berdasarkan adanya suatus sengketa”.

Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto S.H. Memberi definisi
terhadap putusan yaitu :

“Putusan ialah Pernyataan Hakim yang dituangkan
dalambentuk tertulis dan di ucapkan olehhakimdalam sidang
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terbiuka untuk umum, sebagai dari hasil pemeriksaan perkara
gugatan ( Kontentius).”

Kemudian Drs. Hj. Roihan A. Rasyid, S.H ; menerangkan
lebih lanjut tentang pengertian putusan sebagai berikut :

“Putusan di sebut Vonis ( Belanda atau Al-qada’ Arab , yaitu
produk Pengadilan Agama karena adanya 2 belah pihak yang
berlawanan dalamperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk
pengadilan semacam ini biasa di istilahkan produk pengadilan yang
sesungguhnya atau Yurisdictio Contentiosa.”

2) Pertimbangan.

Bagian ini terdiri dari alasan memutus ( Pertimbangan yang
biasanya di mulai dengan kata ‘menimbang’dan dari dasar memutus
yang biasanya dimulai dengan kata ‘ mengingat’ pada alasan
memutus maka apa yang di utarakan dalam bagian ‘duduk
perkaranya’ terdahuluyaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-
dalilnya, alat-alat bukti yang di ajukan harus di timbulkan semua
secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari
pertimbangan, di terima atau di tolak. Pertimbangan terakhir adalah
mengenai pihak mana yang akan di tanyakan sebagai pihak
yangnakan di bebankan untukmemikul biaya.

Pada dasarnya pemutus, dasar hukumnya ada 2 (dua), yaitu
peratuan Perundang- undangan Negara disusun menurut urutan

derajatnya, misalnya Undang-undang di dahulukan dari Peraturan

Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor. 14
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Tahun 1970. Disebutkan title peraturan Perundang-undangan
tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaga Negaranya®.
G. Metode penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian Normatif Pustaka, yaitu jenis Penelitian ini akan
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yag dibahas. Jadi pokok
kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah
yang berlaku Dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang,
sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum
positif, asas-asas dan doktrin. Kemudian untuk memperkuat hasil
metodologi penelitian yaitu dilakukan mewawancarai hakim di Pengadilan
Agama Batang serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi

nikah di Pengadilan Agama Batang.

°Roihan A, Rasyid, op cit., h 210

10 H, AMukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengdilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. 1 1996), h.245 22

1'H. Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h
195.

2 1bid https://media.neliti.com/media/publications/240258-pertimbangan-hukum-tentang-
putusan-hakim-d83a6b90.pdf

13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cet.2, ( Jakarta: Kencana, 2008 ). HIm. 29

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian hukum normative suatu tinjauan
singkat, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006 ) him. 13-14.
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Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
yakni pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas penelitian
menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan batas usia
pernikahan, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun
2019. Kemudian, untuk memperkuat hasil metodologi penelitian yaitu di
lakukan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Batang serta
mencermati data yang diputus tentang dispensasi niah dan ditelaah
dengan data yang ada di Pengadilan Agama Batang.
Sumber data
a) Studi Pustaka
Bahan data Primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari norma dasar
yakni peraturan per-Undang-udangan lainya yang ada kaitannya
dengan objek penelitian , Seperti:
1). Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2). Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019
Yang mengatur tentang batas perkawinan setelah revisi undang-
undang Tahun 2019
3). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Yang mengatur tentang batas minimal perkawinan
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b) Data Sekunder
Sumber data sekunder, vyaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami hukum Primer yaitu berupa literatiur
Jurnal’
H. Metode Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data
yang sesuai apa Yyang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang
objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan vyaitu.
1. Wawancara
Sasaran Wawancara Yang akan dilakukan oleh penulis vyaitu
wawancara terhadap Hakim, Pelaku dispensasi satu dan pelaku
dispensasi dua, tekniknya adalah triangulasi, adapun Wawancara
merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh Operasional
dengan cara bertanya langsung kepada responden dan memperoleh
informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur interview
(wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan sudah penulis

siapkan terlebih dahulu melalui buku pedoman wawancara.

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitafif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta 2009) him. 29.

16Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filafat, Teori dan Praktik (
Depok: Rajawali Pers, 2018) him.215
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2. Data Sekunder
Metode data sekunder adalah pengumpulan data melalui literature dan
jurnal pada suatu directory yang terkait pokok kajian objek yang di teliti
agar informasi yang didapat dapat mendukung valditas suatu permasalahan
yang di teliti, oleh Karena hal demikian data sekunder yang menjadi bahan
pengumpulan data tetap terintruksi Dalam teori-teori yang di peroleh.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang datanya
dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian. Contohnya buku-
buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto,
serta film dokumenter yang relevan dengan penelitian. Dan penulis
mengumpulkan data putusan yang diputus tahun 2019 dan 2020
bulan Januari sampai dengan Mei, serta arsip arsip Pengadilan
Agama Batang.
Metode Pengolahan Data
Setelah seluruh data terkumpul. Penelitiakan menganalisis hasil data
tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data
yang akurat. Analisis data akan digunakan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Pemeriksaan Data (Editing)
Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap
catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.
Pemeriksaan data ini sangat penting untuk mengetahui kesesuaian data

dengan rumusan masalah yang dibuat. Dalam penelitian ini penulis



16

memeriksa keserasian data jawaban dari informan apakah jawabannya
sesuai dengan tema yang sudah penulis rancang Yyakni tentang
pengaruh batas usia menikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Batang.

2. Klasifikasi (Classifiying)

Klasifikasi adalah menyusun atau mengklasifikasi data yang
sudah diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannnya untuk
mempermudah pembacaan dan pengecekan apabila terjadi kesalahan
dalam penulisannya.Dalam hal ini penulis mengelompokkan data dari
hasil wawancara yang dari hakim, pelaku dispensasi nikah dan data
dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Batang.

3. Pemeriksaan (Verifying)

Pemeriksaan adalah  pengecekan  kembali  data-data yang
sudah terkumpul untuk mengetahui kevalidan datanya apakah benar-
benar sudah valid sesuai yang diharapkan oleh penulis.Dalam tahap
ini penulis memeriksa responden apakah jawaban mereka sesuai
dengan petanyaan yang penulis ajukan.

Analisis Data

Analisis data mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara
serta menguraikan data yang dalam bentuk deskripsi. Dalam hal ini
penulis menganalisis data yang diputus dari Pengadilan Agama Batang
tahun 2019 bulan November dan Desember sampai April 2020 tentang

dispensasi nikah. Dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai
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batas usia menikah yang dinaikkan menjadi sembilan belas tahun apakah
ada pengaruhnya dengan kenaikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Batang.

Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam dalam sebuah
penelitian. Setelah dilakukan analisis dari keseluruhan aspek untuk
mengetahui hubungan antar aspek dengan seluruh pokok permasalahan,
maka akan ditemukan hasil penelitian secara utuh. Pada tahap ini penulis
akan merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan tentang
pengaruh batas usia menikah terhadap peningkatan dispensasi nikah di
Pengadiilan Agama Batang.

Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian
pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutupan.

Pada bab pertama menguraikan secara runtut latar belakang
masalah, rumusan masalah atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang gambaran umum tentang dispensasi
nikah dan pernikahan, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang
Perkawinan dan Hukum Islam, pengertian dan syarat-syarat dispensasi

nikah.
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Memasuki bab ketiga mulai memaparkan tentang penetapan
dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama bagi pasangan pengantin usia
dini di Pengadilan Agama Batang dan memaparkan seberapa besar
pengaruhnya perubahan UU no 16 tahun 2019 untuk pengadilan agama
batang dalam hal pemberian dispensasi nikah. data lapangan dispensasi
nikah, dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi
nikah

Bab keempat Menggambarkan wilayah kabupaten batang, sejarah
singkat berdirinya Pengadilan Agama batang, kompetensi Pengadilan
Agama batang dan profil pengadilan agama batang.

Bab kelima Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini
yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang
diharapkan dapat berguna bagi tercapainya tujuan perkawinan dan

keutuhan hidup berumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Batang sebagai berikut
a. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi alasan pengajuan karena upaya pemohon
untuk memperbaiki ekonomi dengan cara menikahkan anaknya agar
berharap ekonomi anaknya terbantu dengan cara menikahkannya dan ada
pula kedua orang tua yang tidak sanggup untuk menghidupi kebutuhan
ekonomi anaknya
b. Faktor Norma Agama
Faktor ini didasari hal tersebut karena pihak anak para pemohon
melanggar batasan sehingga terjadi hamil diluar Nikah.
c. Faktor Budaya
Hal ini para pemohon beranggapan jika anak mereka akan berhasil apa
bila mereka di nikahkan sesuai budaya, mereka beranggapan budaya
adalah hal yang mutlak sehingga usia anak mereka di anggap cukup umur
d. Faktor Social masyarakat
Faktor Social berpengaruh terjadinya dispensasi nikah,hal ini pun
yang memicu para orang tua menganggap sosial adalah sebuah ajang

perlombaan dalam dunia pernikahan, persaingan bisnis yang sehingga

75
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mereka menjodohkan anak mereka dengan anak rekan bisnisnya agar

bisnisnya tetap terikat
Keputusan hakim dalam pertimbangannya diantaranya dalam memutuskan
Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Batang;
Pertimbangan Hakim ada 3 macam, pertimbangan atau putusan yang
pertama yaitu menggunakan acuan Konstatir dimana hakim perlu adanya
bukti dari si pemohon seperti dokumen pendukung. Kemudian ada pula
putusan Hakim yang mengacu pada pertimbangan Kalifisir yaitu hakim
melihat Peraturan Undang- undang yang berlaku sepertiyang di atur UU
Nomor 16 Tahun 2019 ini yang terbaru dari yang sebelumnya UU nomor 1
Tahun 1974.Kemudia pertimbangan yang terakhir yaitu menggunakan
acuan Konstituir dimana hakim meneysuaikan kondisi lapangan, seperti
hamil di luar nikah ataupun dari kedua pemohon yang saling menguatkan

untuk mengajukan permohonan

B. Saran

1.

Para hakim Pengadilan Agama Batang, khususnya dalam menangani kasus
permohonan dispensasi nikah, supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa
dan memutuskan perkara dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan, bisa saja
terjadi kebohongan atau manipulasi data oleh pihak yang mengajukan
dispensasi nikah agar hakim tetap dapat menikahakan anak yang masih

tergolong dibawah umur.
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Hendaknya para orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang
lebih terhadap anak serta memberikan pengetahuan pendidikan agama
serta pengertian tentang pemahaman suatu pernikahan kepada anak

mengenai dampak negative dari melakukan pernikahan dibawah umur,
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